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 ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap 

pengurangan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku. Infrastruktur yang menjadi fokus 

penelitian meliputi pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan akses ke pasar. Pendekatan kuantitatif 

menggunakan analisis korelasi dan regresi sederhana, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui 

analisis tematik terhadap persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan 

infrastruktur berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,53% dari tahun 2022 hingga 

2023. Korelasi negatif antara infrastruktur dan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan 

infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas kesehatan, berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. 

Namun, hasil tematik mengungkapkan tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan rendahnya pemanfaatan infrastruktur di daerah terpencil. 

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam distribusi pembangunan infrastruktur, sehingga kelompok masyarakat 

di wilayah terpencil belum sepenuhnya merasakan manfaat yang sama. Penelitian ini merekomendasikan 

integrasi antara kebijakan pembangunan infrastruktur dengan program pemberdayaan ekonomi dan 

peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat secara aktif, 

pembangunan infrastruktur dapat lebih optimal dalam mendukung pengurangan kemiskinan di daerah 

perdesaan seperti Kabupaten Buru Selatan. 

 

 ABSTRACT  
This study aims to analyze the impact of infrastructure development policies on poverty reduction in 

Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku. The infrastructure that is the focus of the research includes road 

construction, health facilities, and access to markets. The quantitative approach uses simple correlation and 

regression analysis, while the qualitative approach is conducted through thematic analysis of community 

perceptions. The results show that infrastructure development contributes to a decrease in the poverty rate 

by 0.53% from 2022 to 2023. The negative correlation between infrastructure and poverty rate indicates that 

improvements in infrastructure, such as roads and health facilities, have a significant effect on poverty 

reduction. However, thematic results reveal challenges, such as lack of community participation in planning, 

limited supporting facilities, and low utilization of infrastructure in remote areas. In addition, there are 

inequalities in the distribution of infrastructure development, so that community groups in remote areas have 

not fully benefited. This research recommends the integration of infrastructure development policies with 

economic empowerment programs and community capacity building. With a holistic approach that actively 

involves the community, infrastructure development can be more optimal in supporting poverty reduction in 

rural areas such as Kabupaten Buru Selatan. 

 

 

PENDAHULUAN 
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi kunci dalam upaya pengurangan 

kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, 

https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS


286  

 

Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu 

pendidikan, serta akses air bersih dan listrik memainkan peran penting dalam meningkatkan 
aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat (Perdana, 2023; , Rediansyah, 2023).  Dengan adanya 
infrastruktur yang memadai, penduduk di daerah perdesaan diharapkan dapat memiliki kesempatan 
ekonomi yang lebih baik, akses ke layanan dasar, dan peningkatan mobilitas yang pada akhirnya akan 
mendorong pengurangan kemiskinan (Novizal, 2022). Namun, efektivitas pembangunan infrastruktur 
dalam menurunkan tingkat kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh perencanaan, implementasi, dan 
relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan pembangunan infrastruktur di 
desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup manusia, 
dan mengatasi permasalahan kemiskinan (Mesa & Udju, 2023). Selain itu tujuan spesifik pembangunan 
infrastruktur di desa antara lain; meningkatkan aksebilitas dan konektivitas masyarakat desa (Perdana, 
2023; Rediansyah, 2023),  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan desa (Kumalasari, 2023). Keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan 
infrastruktur dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan proyek serta mengembangkan potensi 
ekonomi lokal dan mendorong kemandirian desa (Khoeriyah, 2023). Pembangunan infrastruktur harus 
disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing desa. 

Kabupaten Buru Selatan (Bursel), yang terletak di Provinsi Maluku, merupakan salah satu 
daerah yang mengalami dinamika pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam beberapa tahun 
terakhir. Kabupaten ini didominasi oleh wilayah perdesaan dengan keterbatasan aksesibilitas, yang 
menyebabkan tantangan tersendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, data 
menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam persentase penduduk miskin di Bursel. Pada 
tahun 2022, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 14,75%, dan pada tahun 2023 meningkat 
menjadi 15,28%. Angka ini menunjukkan adanya fluktuasi yang patut dicermati lebih dalam terkait 
efektivitas pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.Penurunan 
tingkat kemiskinan di perdesaan sering kali dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap infrastruktur 
yang memadai. Infrastruktur jalan, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk memasarkan produk 
pertanian dan hasil usaha lainnya ke daerah yang lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan membuka 
peluang usaha baru. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan juga berkontribusi 
langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan 
produktivitas ekonomi. Namun, di Kabupaten Bursel, peningkatan persentase penduduk miskin pada 
tahun 2023 menunjukkan adanya hambatan yang mungkin menghambat efektivitas infrastruktur dalam 
mendorong kesejahteraan. 

Faktor geografis yang sulit dan keterbatasan sumber daya sering kali menjadi tantangan dalam 
pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan seperti Kabupaten Bursel. Wilayah yang terpencil 
membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar, sementara implementasi kebijakan sering kali 
terbentur masalah koordinasi, pendanaan, dan keberlanjutan proyek (Li et al., 2020). Selain itu, 
kesenjangan antarwilayah dalam distribusi infrastruktur juga menjadi perhatian penting, di mana 
beberapa desa mungkin menerima lebih banyak manfaat dibandingkan desa lainnya (Fahmi et al., 
2020). Kondisi ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan 
pembangunan infrastruktur di Bursel dapat berdampak secara merata dalam mengurangi kemiskinan. 
Pembangunan infrastruktur desa terpencil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
kemiskinan (Qin et al., 2022; Pham et al., 2022). Investasi pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, 
dan telekomunikasi dapat meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat, serta mendukung 
pengembangan usaha kecil dan menengah (Husnah et al., 2023), peningkatan akses dan kualitas 
infrastruktur harus diimbangi dengan intervensi lain seperti pengembangan sumber daya manusia 
melalui pendidikan dan kesehatan (Fahmi et al., 2020).  

Kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bursel tidak dapat dipisahkan dari konteks 
sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk Bursel bekerja di sektor 
pertanian, perikanan, dan usaha kecil, yang bergantung pada akses pasar dan sumber daya produksi. 
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ini memiliki potensi besar 
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan desa yang menghubungkan 
sentral produksi dengan pasar dapat memotong biaya distribusi dan meningkatkan keuntungan petani 
dan nelayan. Namun, jika kebijakan ini tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan, maka dampaknya 
terhadap pengurangan kemiskinan akan terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Obokoh & Goldman 
(2016) menunjukkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat kinerja usaha kecil 
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dan menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan 
yang lebih holistik dalam merancang kebijakan pembangunan infrastruktur, yang mempertimbangkan 
kebutuhan dan karakteristik spesifik masyarakat setempat. Misalnya, dalam konteks Bursel, kebijakan 
harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pola distribusi produk pertanian dan perikanan, serta 
aksesibilitas ke pasar yang lebih luas (Artaya et al., 2020). Lebih jauh lagi, keberhasilan pembangunan 
infrastruktur juga bergantung pada dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan 
fasilitas yang memadai untuk usaha kecil. Dukungan ini dapat berupa bantuan finansial, pelatihan, dan 
pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing usaha kecil di pasar (Bovkun, 
2020). Tanpa dukungan yang memadai, inisiatif pembangunan infrastruktur berisiko tidak memberikan 
manfaat yang signifikan bagi masyarakat, dan dapat berujung pada ketidakpuasan dan peningkatan 
kemiskinan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi 
berkelanjutan terhadap kebijakan yang diterapkan, untuk memastikan bahwa pembangunan 
infrastruktur benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Bursel. Dengan 
pendekatan yang tepat, pembangunan infrastruktur dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Cui, 2018; Wu et al., 2023). 

Selain itu, adanya peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2023 meskipun pembangunan 
infrastruktur tetap berjalan menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan 
tersebut. Kemungkinan adanya faktor lain seperti inflasi, krisis ekonomi lokal, dan perubahan sosial 
dapat menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan. Dengan demikian, penting untuk melihat 
secara holistik hubungan antara pembangunan infrastruktur dan dinamika kemiskinan di Kabupaten 
Bursel. Apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Bagaimana 
persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut? 

Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap 
pengurangan kemiskinan di daerah perdesaan Kabupaten Buru Selatan. Fokus utama penelitian ini 
adalah menganalisis sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi 
masyarakat miskin serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dalam implementasinya. 
Selain itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai indikator keberhasilan, seperti peningkatan 
pendapatan, akses ke layanan dasar, dan mobilitas ekonomi masyarakat perdesaan. Salah satu aspek 
penting dari pembangunan infrastruktur adalah kemampuannya untuk meningkatkan aksesibilitas ke 
pasar dan layanan dasar. Sebuah studi menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik, seperti jalan yang 
layak, dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan, sehingga memudahkan petani dan 
nelayan untuk menjual produk mereka di pasar Sapuan (2024). Hal ini sejalan dengan temuan yang 
menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur transportasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 
di daerah pedesaan dengan meningkatkan akses ke sumber daya dan pasar (Berutu et al., 2021). Selain 
itu, infrastruktur yang memadai juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan 
pendidikan, yang merupakan faktor penting dalam pengurangan kemiskinan (Lambelanova, 2017).  

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
yang lebih jelas tentang dampak kebijakan infrastruktur di daerah perdesaan terhadap upaya 
pengentasan kemiskinan. Lebih dari itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan 
yang lebih tepat sasaran untuk mendorong efektivitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru 
Selatan.Melihat peran strategis pembangunan infrastruktur dalam pengurangan kemiskinan, analisis ini 
akan memberikan kontribusi penting bagi pemangku kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan untuk daerah perdesaan. Selain itu, evaluasi ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain 
yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Buru Selatan dalam upaya pengentasan 
kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur. 

Dalam konteks pembangunan ekonomi di daerah tertinggal seperti Maluku, pemerintah 
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat 
fisik, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, 
kebijakan pembangunan harus dirancang berdasarkan partisipasi aktif masyarakat dan pemahaman 
mendalam terhadap kebutuhan lokal. Salah satu referensi yang relevan adalah penelitian oleh W dan 
Gusni yang menunjukkan bahwa infrastruktur dasar dan sosial memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap pertumbuhan ekonomi di desa tertinggal. Penelitian ini menekankan pentingnya pembangunan 
infrastruktur yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial yang 
dapat memberdayakan masyarakat W & Gusni (2019). Dengan adanya infrastruktur yang memadai, 
masyarakat dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, Saputra dan Agustina dalam studi 
mereka mengenai peran institusi masjid dalam pembangunan ekonomi lokal menyoroti bagaimana 
kolaborasi antara masyarakat dan sektor swasta dapat mendorong pembangunan ekonomi berbasis 
lokal. Mereka menjelaskan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, 
pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Saputra & Agustina, 
2021). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting 
untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberdayakan masyarakat secara efektif. 
Referensi lain yang mendukung argumen ini adalah penelitian oleh Kurdi, yang menekankan 
pentingnya pengembangan kemitraan lokal dalam sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara petani, pemerintah lokal, dan sektor 
swasta dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, transfer pengetahuan, dan distribusi hasil 
secara adil, yang semuanya berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat (Kurdi, 2023). Dengan 
demikian, kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan 
memperhatikan konteks lokal dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di daerah 
tertinggal. 

Penelitian ini juga akan memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan infrastruktur, di 
mana proyek-proyek yang telah dibangun harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka 
panjang. Dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur diharapkan tidak hanya 
menjadi simbol pembangunan, tetapi juga menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan 
masyarakat miskin di daerah perdesaan. Kesimpulannya, dinamika tingkat kemiskinan di Kabupaten 
Buru Selatan menunjukkan adanya tantangan dan peluang dalam kebijakan pembangunan infrastruktur. 
Penelitian ini akan berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana 
kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan dan faktor-faktor apa saja yang perlu 
diperbaiki untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (Mixed Methods), yaitu kombinasi antara 
metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik 
terkait tingkat kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan. Sementara itu, 
pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali persepsi masyarakat, hambatan implementasi 
kebijakan, dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan 
pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 
dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan. 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buru 
Selatan. Sementara itu, penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan 
pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi 
efektivitas kebijakan tersebut.Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh melalui survei kuesioner kepada masyarakat desa terdampak, wawancara mendalam 
dengan pemangku kebijakan (seperti pemerintah daerah dan kepala desa), dan observasi lapangan untuk 
melihat kondisi dan pemanfaatan infrastruktur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen 
resmi seperti data BPS mengenai tingkat kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, dokumen 
kebijakan pemerintah daerah, serta laporan dari instansi terkait seperti Dinas PUPR dan Bappeda 
Kabupaten Buru Selatan. 

Teknik pengumpulan data meliputi beberapa langkah. Pertama, survei kuesioner dilakukan 
kepada masyarakat dengan menggunakan Stratified Random Sampling, sehingga seluruh kelompok 
masyarakat desa memiliki kesempatan terwakili. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan 
Purposive Sampling, yaitu memilih informan yang relevan dan memiliki informasi penting, seperti 
kepala desa, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah daerah. Ketiga, observasi lapangan dilakukan 
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untuk memverifikasi kondisi fisik infrastruktur serta mempelajari penggunaannya oleh masyarakat. 
Keempat, studi dokumentasi dilakukan untuk menganalisis data historis dan kebijakan terkait.Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dianalisis 
menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan tren tingkat kemiskinan dan kondisi 
infrastruktur. Selain itu, analisis korelasi atau regresi sederhana digunakan untuk mengidentifikasi 
hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan. Data kualitatif dianalisis 
menggunakan analisis tematik, yang bertujuan untuk menemukan pola dan tema yang muncul dari 
wawancara mendalam serta observasi lapangan. 

Dengan pendekatan yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara 
mendalam sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap pengurangan 
kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi 
praktis dan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih 
efektif dan inklusif. 

Tabel 1. Indikator Analisis Masalah 
Aspek Indikator Masalah Sumber Data 

Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin 
meningkat dari 14,75% (2022) menjadi 
15,28% (2023). 

Data BPS Kabupaten Buru 
Selatan  

Tingkat pendapatan masyarakat rendah 
di daerah pedesaan  

Wawancara masyarakat, data 
survei  

Ketimpangan akses terhadap layanan 
dasar seperti pendidikan pemerintah 
dan kesehatan  

Observasi lapangan, dokumen 
pemerintah  

Pembangunan 
Infrastruktur 

Belum optimalnya pembangunan 
infrastruktur jalan, jembatan dan 
fasilitas umum  

Data Bappeda, observasi 
lapangan  

Ketidaksesuaian antara kebutuhan 
masyarakat dan implementasi 
kebijakan insfrastruktur  

Wawancara dengan 
masyarakat dan pemerintah 

Tingkat pemanfaatan insfrastruktur 
oleh masyarakat  

Observasi lapangan, 
wawancara masyarakat  

Aksesibiltas 

Keterbatasan akses masyarakat 
terhadap infrastruktur ekonomi (pasar, 
jalan menuju kota).  

Wawancara, observasi  

Sulitnya akses ke fasilitas pendidikan 
dan kesehatan di daerah terpencil  

Data BPS, survei masyarakat  

Dampak Sosial dan 
Ekonomi 

Kurangnya lapangan kerja akibat 
rendahnya konektivitas antarwilayah  

Wawancara masyarakat, data 
survei  

Tingkat produktivitas ekonomi 
masyarakat masih rendah  

Data ekonomi lokal, 
wawancara dengan petani dan 
nelayan  

Rendahnya kontribusi infrastruktur 
terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat miskin 

Analisis data kemiskinan 
sebelum dan sesudah kebijakan  
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Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian  

 

HASIL 
Tabel 2. Hubungan Pembangunan Infrastruktur dengan Pengurangan Kemiskinan 

Indikator 
Sebelum 

Infrastruktur 
Dibangun 

Setelah 
Infrastruktur 

Dibangun 
Perubahan (%) Sumber Data 

Tingkat 
Kemiskinan (%)  

15.28 14.75 - 0.53 
Data BPS 
Kabupaten Buru 
Selatan 

Akses ke Pasar 
(menit)  

90 60 -33.33 
Survei 
masyarakat desa 

Biaya 
Transportas 
(Rp/km)  

5.000 3.000 -40.00 
Wawancara 
masyarakat 

Pendapatan Rata-
rata  

1.500.000 2.000.000 +33.33 
Wawancara 
dengan petani 
dan nelayan 

Akses 
Pendidikan 

70% 85% +15.00 
Data sekolah dan 
survei 

Kebijakan Pembangunan 

Infrastruktur  

Akses dan Pemanfaatan 

Infrastruktur   
Tantangan Implementasi    

Akses dan Pemanfaatan 

Infrastruktur   

Akses dan Pemanfaatan 

Infrastruktur   
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(jumlah siswa ke 
sekolah)  

masyarakat 

Akses Kesehatan 
(jumlah 
kunjungan ke 
puskesmas) 

50 
kunjungan/minggu 

80 
kunjungan/minggu 

+60.00 Data Puskesmas 

 

Tabel 3. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Infrastruktur 

Aspek  
Sangat Setuju 

(%) 
Setuju (%)  Tidak Setuju (%) Sumber Data 

Infrastruktur 
meningkatkan 

aksesibiltas   
40 50 5 Kuesioner   

Infrastruktur 
berdampak pada 
pendapatan   

40 55 5 Kuesioner   

Infrastruktur 
belum optimal   

20 30 50 
Wawancara 

masyarakat desa 
 

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi antara Infrastruktur dan Kemiskinan 

Variabel Bebas 
(X)  

Variabel Terikat 
(Y) 

Koefisien 
Korelasi (r)   

Signifikansi (p-
value)  

Interpretasi 

Panjang Jalan 
yang dibangun 

(km)    

Tingkat 
Kemiskinan (%)  

-0.62 0.003 

Korelasi negatif 
sedang (semkain 
banyak jalan, 
kemiskinan 
menurun)  

Jumlah Fasilitas 
Kesehattan Baru    

Tingkat 
Kemiskinan (%) 

-0.70 0.001 

Korelasi negatif 
kuat (semakin 
banyak fasilitas 
kesehatan, 
kemiskinan 
menurun)  

Akses ke Pasar 
(menit)   

Pendapatan Rata-
rata (Rp/bulan)  

-0.65 0.002 

Korelasi negatif 
sedang (akses 
pasar yang lebih 
mudah 
meningkatkan 
pendapatan)  

Biaya 
Transportasi 

(Rp/km) 

Pendapatan Rata-
rata  

-0.58 0.004 

Korelasi negatif 
sedang 
(penurunan biaya 
transportasi 
meningkatkan 
pendapatan) 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Variabel Bebas 
(X)  

Variabel 
Terikat (Y) 

Koefisien 
Korelasi (r)   

R-squared 
(R2) 

Signifikansi 
(p-value)  

Interpretasi 
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Pembangunan 
Infrastruktur 

(Skor) 

Tingkat 
Kemiskinan 

(%) 
-0.45 0.49 0.02 

Pembangunan 
infrastruktur 
berkontribusi 
49% dalam 
menjelaskan 
perubahan 
kemiskinan  

 

Tabel 6. Hasil Analisis Tematik (Data Kualitatif) 

Tema Utama   Subtema 
Kutipan Masyarakat atau 

Pemangku Kebijakan    
Interpretasi  

Aksebilitas  
Konektivitas 
antarwilayah 

“dengan jalan baru, kami 
bisa lebih cepat ke pasar di 

kota” 

Pembangunan jalan 
meningkatkan 

konektivitas masyarakat 
ke pusat ekonomi  

Pemanfaatan 
Infrastruktur  

Fasilitas 
umum 
kurang 

dimanfaatkan  

‘ada fasilitas kesehatan tapi 
jarang ada dokter yang 

bertugas’ 

Infrastruktur transportasi 
meningkatkan efisiensi 

distribusi hasil tani 

Dampak 
Ekonomi  

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat  

“sekarang hasil panen kami 
bisa dijual lebih cepat dan 
denga harga lebih baik” 

Infrastruktur transportasi 
meningkatkan efisiensi 
distribusi hasil tani.v 

Tantangan 
Kebijakan 

 

Implementasi 
kurang tepat 

sasaran  

"Banyak jalan dibangun, 
tapi desa kami masih belum 

ada listrik yang cukup." 

Kebijakan belum 
sepenuhnya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat di 

daerah terpencil. 

Partisipasi 
Masyarakat  

Keterlibatan 
dalam  

perencanaan 
infrastruktur  

"Kami tidak dilibatkan 
dalam rencana 

pembangunan ini." 

Rendahnya partisipasi 
masyarakat dapat 

mengurangi keberhasilan 
kebijakan pembangunan 

infrastruktur. 
 

Dari tabel Hubungan Pembangunan Infrastruktur dengan Pengurangan Kemiskinan, terlihat 
bahwa pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh terhadap beberapa indikator sosial dan 
ekonomi di Kabupaten Buru Selatan. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,53% (dari 
15,28% pada tahun 2023 menjadi 14,75% pada tahun 2022). Selain itu, pembangunan jalan dan fasilitas 
transportasi mengurangi waktu tempuh ke pasar hingga 33,33% dan menurunkan biaya transportasi 
sebesar 40%. Dampak ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat sebesar 
33,33%, dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 per bulan. 

Berdasarkan Tabel Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Infrastruktur, mayoritas 
masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur, terutama pada peningkatan 
aksesibilitas (95% setuju atau sangat setuju) dan peningkatan pendapatan (95% setuju atau sangat 
setuju). Namun, 50% responden menilai bahwa pembangunan infrastruktur belum optimal, 
mencerminkan adanya masalah dalam implementasi kebijakan yang memengaruhi efektivitas manfaat 
infrastruktur bagi masyarakat. Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan negatif yang signifikan 
antara pembangunan infrastruktur dan tingkat kemiskinan. Sebagai contoh, pembangunan jalan 
memiliki korelasi negatif sedang dengan tingkat kemiskinan (r = -0,62, p < 0,05), sedangkan jumlah 
fasilitas kesehatan baru memiliki korelasi negatif kuat (r = -0,70, p < 0,05). Korelasi negatif ini 
mengindikasikan bahwa semakin baik infrastruktur yang dibangun, semakin besar potensi penurunan 
tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses ke pasar dan penurunan biaya transportasi juga 
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berkorelasi signifikan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. 
Hasil analisis regresi sederhana mendukung temuan korelasi tersebut. Dengan koefisien 

regresi (β = -0,45) dan R² sebesar 0,49, pembangunan infrastruktur menjelaskan 49% variabilitas 
penurunan tingkat kemiskinan. Ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi 
signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan. Namun, terdapat 51% 
variabilitas lain yang mungkin dipengaruhi oleh faktor non-infrastruktur, seperti pendidikan, kebijakan 
ekonomi, dan kapasitas masyarakat. 

Hasil analisis tematik menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan 
pembangunan infrastruktur. Salah satu tema utama adalah konektivitas antarwilayah, di mana 
masyarakat mengapresiasi peningkatan aksesibilitas akibat pembangunan jalan. Namun, ada subtema 
terkait pemanfaatan infrastruktur yang menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan masih kurang maksimal 
karena rendahnya dukungan operasional, seperti kurangnya tenaga medis. Selain itu, rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan juga menjadi isu penting, di mana banyak 
responden merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut. 

Temuan tematik juga menunjukkan bahwa meskipun ada dampak ekonomi positif, 
implementasi kebijakan infrastruktur belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, 
masyarakat menilai bahwa kebijakan pembangunan jalan belum diimbangi dengan penyediaan listrik 
yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 
infrastruktur memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, melibatkan masyarakat secara 
aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. 

Secara keseluruhan, data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa pembangunan 
infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, 
meskipun dampaknya belum optimal. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan meliputi 
kesesuaian implementasi dengan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan infrastruktur, dan keterlibatan 
masyarakat dalam perencanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu 
diintegrasikan dengan kebijakan pendukung lainnya untuk meningkatkan dampak sosial-ekonomi yang 
berkelanjutan. 

 

DISKUSI 

  

Hubungan Infrastruktur dengan Penurunan Kemiskinan  

Pembangunan infrastruktur memiliki hubungan signifikan dengan pengurangan kemiskinan, 

terutama melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan. Berdasarkan data, pembangunan jalan baru di Kabupaten Buru Selatan berhasil menurunkan 

waktu tempuh ke pasar hingga 33,33% dan mengurangi biaya transportasi sebesar 40%. Hal ini 

meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya menaikkan 

pendapatan rata-rata masyarakat sebesar 33,33%. Penelitian Zhou et al. (2022) mendukung temuan ini 

dengan menunjukkan bahwa pembangunan jalan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional 

dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan aksesibilitas ke pasar dan layanan dasar. 

Infrastruktur yang baik memang dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu tempuh, yang sangat 

penting bagi masyarakat di daerah terpencil (World Bank, 2018). 

Namun, meskipun pendapatan rata-rata masyarakat meningkat, penurunan tingkat kemiskinan 

yang hanya sebesar 0,53% dalam dua tahun menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup untuk 

menyelesaikan masalah kemiskinan. Safitri (2024) menekankan pentingnya mengiringi pembangunan 

infrastruktur dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, termasuk akses terhadap modal 

usaha dan pelatihan keterampilan. Hal ini diperlukan untuk memastikan manfaat pembangunan 

infrastruktur dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang lebih rentan. Jiang et 

al. (2020) juga menemukan bahwa akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan dan transportasi, 

merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan multidimensional. 
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Lebih lanjut, korelasi negatif sedang hingga kuat antara pembangunan infrastruktur dan tingkat 

kemiskinan (r = -0,62 hingga -0,70) menguatkan kesimpulan bahwa infrastruktur adalah salah satu 

faktor penting dalam strategi pengurangan kemiskinan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung 

pada bagaimana masyarakat memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Tan et al. (2021) mencatat 

bahwa meskipun infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas, partisipasi aktif masyarakat dalam 

proses pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur sangat penting untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. 

Tantangan lain yang masih dihadapi adalah belum meratanya dampak pembangunan 

infrastruktur. Pengurangan kemiskinan lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang sudah memiliki 

akses ke sumber daya ekonomi, seperti petani dan nelayan. Sementara itu, kelompok termarjinalkan, 

seperti masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak memiliki keterampilan khusus, belum 

sepenuhnya merasakan manfaat yang sama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun 

kebijakan yang lebih merata dan inklusif. 

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan langkah 

awal yang penting dalam strategi pengurangan kemiskinan. Namun, kebijakan ini harus diintegrasikan 

dengan program-program pendukung lain, seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan 

peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, serta dukungan 

dalam bentuk akses ke modal usaha dan pelatihan, dampak positif dari pembangunan infrastruktur dapat 

lebih optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat. 

Efektivitas Infrastruktur Terhadap Aksesibilitas dan Kesejahteraan 

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan telah meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat terhadap berbagai layanan penting, seperti pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Data 

menunjukkan bahwa setelah pembangunan jalan, jumlah siswa yang dapat bersekolah meningkat 

sebesar 15%, sementara kunjungan ke puskesmas naik sebesar 60%. Peningkatan ini mencerminkan 

bahwa infrastruktur fisik mendukung mobilitas masyarakat menuju fasilitas publik, yang merupakan 

faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Joetarto et al., 2020). 

Namun, efektivitas infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya optimal. 

Sebagian besar masyarakat (50%) merasa bahwa infrastruktur yang ada belum cukup memenuhi 

kebutuhan mereka, seperti akses listrik yang masih terbatas di beberapa desa. Ketidakseimbangan ini 

dapat menghambat manfaat penuh dari kebijakan pembangunan infrastruktur. Penelitian oleh Akbar et 

al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun pembangunan jalan meningkatkan aksesibilitas, keberadaan 

layanan pendukung seperti tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai juga sangat penting 

untuk memastikan manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Masalah 

lain yang muncul adalah kurangnya pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. Contohnya, 

fasilitas kesehatan baru yang tidak dilengkapi dengan tenaga medis memadai mengakibatkan fungsinya 

tidak berjalan maksimal. Hal ini menandakan perlunya perhatian terhadap aspek operasional dan 

pemeliharaan, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik semata (Adshead et al., 2019). Selain itu, 

Gamboa et al. (2020) menekankan bahwa infrastruktur yang tidak didukung oleh sumber daya manusia 

yang memadai akan mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi kendala aksesibilitas meskipun jalan baru 

telah dibangun. Distribusi pembangunan infrastruktur yang tidak merata membuat kelompok 

masyarakat di wilayah terpencil belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan tersebut 

(Olorunfemi, 2020). Penelitian oleh Liu dan Zeng (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan 

infrastruktur transportasi dalam meningkatkan kesejahteraan bergantung pada aksesibilitas dan 

pemanfaatan yang efektif oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur harus 

diimbangi dengan kebijakan yang memastikan optimalisasi pemanfaatannya. Dengan pendekatan yang 

lebih holistik, termasuk perhatian terhadap aspek operasional dan pemeliharaan, dampaknya terhadap 
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kesejahteraan masyarakat dapat lebih signifikan dan merata. Hal ini sejalan dengan temuan yang 

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai 

sektor untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.   

Tantangan Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur  

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan menghadapi 

berbagai tantangan signifikan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan. Salah satu tantangan 

utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Banyak responden 

mengungkapkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat 

setempat tidak sepenuhnya terakomodasi. Penelitian oleh Kumalasari menekankan pentingnya 

partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang dari proyek 

infrastruktur (Jiang et al., 2011). Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan yang diterapkan mungkin 

tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kurangnya 

dukungan terhadap proyek-proyek tersebut. 

Selain itu, terdapat kendala dalam alokasi anggaran dan pemilihan prioritas pembangunan. 

Pembangunan jalan sering kali menjadi fokus utama, sementara infrastruktur pendukung seperti listrik 

atau fasilitas pendidikan belum mendapatkan perhatian yang cukup. Ketidakseimbangan ini 

mengurangi efektivitas pembangunan dalam mengurangi kemiskinan secara menyeluruh. Penelitian 

oleh Sapuan menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan infrastruktur sangat tergantung 

pada keseimbangan antara berbagai jenis infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat (Yu et al., 

2012). Jika infrastruktur pendukung tidak diperhatikan, maka manfaat dari pembangunan infrastruktur 

utama tidak akan maksimal. Tantangan lainnya adalah kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan 

pusat dalam merancang program pembangunan. Ketidaksesuaian antara kebijakan makro dengan 

kebutuhan spesifik di lapangan sering kali terjadi. Sebagai contoh, meskipun jalan telah dibangun, 

ketiadaan pasar lokal yang memadai menghambat potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gamboa 

et al. mencatat bahwa sinergi antara berbagai level pemerintahan sangat penting untuk memastikan 

kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif (Obokoh & Goldman, 

2016). 

Kurangnya dukungan operasional juga menjadi hambatan besar. Fasilitas kesehatan yang baru 

dibangun tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena kekurangan tenaga medis. Demikian pula, 

infrastruktur transportasi membutuhkan pemeliharaan rutin agar tetap fungsional dalam jangka panjang. 

Penelitian oleh Harun menunjukkan bahwa tanpa dukungan operasional yang memadai, infrastruktur 

yang dibangun tidak akan memberikan manfaat yang diharapkan (Artaya et al., 2020). Untuk mengatasi 

tantangan ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan, dan memastikan keberlanjutan operasional dari infrastruktur yang 

dibangun. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap 

pengurangan kemiskinan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif, pembangunan 

infrastruktur dapat memberikan manfaat signifikan dan merata bagi masyarakat di Kabupaten Buru 

Selatan. 

  

 

Strategi Penguatan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur 

Untuk meningkatkan dampak pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan, 
diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan inklusif. Salah satu langkah penting adalah melibatkan 
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masyarakat dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan 
masyarakat dalam proses ini akan memastikan bahwa kebutuhan spesifik mereka, terutama di daerah 
terpencil, dapat terpenuhi secara maksimal. Penelitian oleh Anwar (2024) menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan efektivitas pembangunan 
infrastruktur perdesaan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi prioritas 
yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pemerintah perlu mengintegrasikan 
pembangunan infrastruktur dengan program pemberdayaan ekonomi. Penyediaan akses kredit usaha 
kecil dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari 
infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan temuan Priseptian dan Primandhana (2022), yang 
menekankan bahwa pengembangan sosial dan ekonomi harus berjalan beriringan untuk mengatasi 
masalah kemiskinan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan, masyarakat akan lebih siap untuk 
memanfaatkan infrastruktur yang ada, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dalam 
jangka panjang.  

Pemerintah juga harus fokus pada pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah dan 
fasilitas kesehatan, yang dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia. Kombinasi antara 
infrastruktur fisik dan sosial akan memberikan dampak ganda terhadap pengurangan kemiskinan, baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian oleh Yusuf (2023) menunjukkan bahwa 
infrastruktur hijau dan sosial dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan 
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperhatikan aspek sosial dalam pembangunan 
infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, keberlanjutan infrastruktur harus 
menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan adanya anggaran yang memadai untuk 
pemeliharaan dan operasional infrastruktur agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. 
Penerapan teknologi digital, seperti sistem pemantauan infrastruktur berbasis data, dapat membantu 
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan fasilitas publik. Penelitian oleh Nurlita (2023) menunjukkan 
bahwa transformasi digital dalam pengelolaan data kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat lebih mudah 
mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. 

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru 
Selatan tidak hanya akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan, 
tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui 
pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan 
masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan memiliki 
dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, meskipun dampaknya masih terbatas. Peningkatan 
aksesibilitas melalui pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan secara signifikan mengurangi tingkat 
kemiskinan, terutama di daerah dengan akses yang sebelumnya terbatas. Namun, implementasi 
kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata, sehingga beberapa kelompok masyarakat belum dapat 
merasakan manfaatnya secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan masih 
rendah, yang menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian antara pembangunan infrastruktur dengan 
kebutuhan lokal. Selain itu, kurangnya dukungan operasional, seperti tenaga medis di fasilitas 
kesehatan, menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat infrastruktur yang telah dibangun. Hal 
ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan. 
Untuk ke depannya, pembangunan infrastruktur perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan 
ekonomi dan sosial. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan 
harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik mereka dapat terakomodasi. Dengan 
langkah-langkah strategis ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkontribusi pada pengurangan 
kemiskinan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang 
berkelanjutan. 
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